SALINAN

~ PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 71 TAHUN 2018

- TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN‘
KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI

Menimbang .

Mengingat

MASYARAKAT MISKIN

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR, ‘
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3)

Peraturan Daerah 'Kabupaten AKaravnganyar Nomor S5 Tahun

© 2018 tentang,.Bantuan ‘Hukiim‘,bagi Masyarakat Miskiri,

perlu . rrienetapkanf Peraturan  Bupati tentang Petunjuk
Peiaksahaan Peraturan Daefah Kabupaten Ka'ranganyar}
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum ‘Bagi

"Masyarakat Miskin; o - R
1.. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun: 1950 tehtang
Pembentukan ~ Daerah-Daerah  Kabupaten ‘Dalam

. ngkungan Prov1n31 Jawa- Tengah . ,
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
'(Lembaran Negara Republik Indone31a Tahun 2003
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

| Indonesm Nomor 4288); | |

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kékuasaén ”Ke’_h‘akilr-nan ~ (Lembaran ‘Negara Républik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonésia Nomor 5076);.

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 'téntang.

Pembentukan ‘ Peraturan | Perundang-undangan

’“ ‘.,Nomor 82 Tambahan :

Indones1a Nomor 5234);

(Lembaran Negara Repub’hk Indonesm Tahun 2011 .
Mbaran Negara Repubhk"‘ -



- }"'_rSf':-‘}v'.,Undang-Undang Nomor o 16 Tahun 2011 tentang‘ -
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Repubhk Indonesm . R
'-"A'}‘Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negaraf"f

| Repubhk Indonesia Nornor 5246),, TN

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 téﬁtang R
, Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republlk_
| "}‘"”',:f'IndoneSIa Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran:gij_i-‘ v
'Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587), sebagalmana )  3
| telah dlubah beberapa kah terakhir dengan Undang-’f{ o
Undang NOmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedual o |
o atas _Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang S
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk,‘j”;‘»“
PR Indonesm ']‘ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran o »

}Negara Repubhk Indonesm Nomor 5679), | N

7 Peraturan Pemermtah Nomor 42 Tahun 2013 tentang

o ";'.'_Mene}tapbl«;éri-

S Syarat dan Tata Cara Pembenan Bantuan Hukum Dan '»
e Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara*'f;
o Republlk IndOI’lGSla Tahun 2013 Nomor 98, ’I‘ambahan"a o

Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 5421), f

o 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 P

~ Tahun 2016 tentang Pejabat Penyldlk Pegawa1 Negerl_z,:

Slpll (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun.;

o fit;2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten R

- Karanganyar Nomor 54),

' 9 Peraturan Dearah Kabupaten Karanganyar Nomor 5
ﬁTahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bag1 Masyarakat'
,Mlskm (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar‘af e

"Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah |

o Kabupaten Karanganyar o NOm or 83), S L

MEMUTUSKAN

‘PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
'PERATURAN ' DAERAH KABUPA’I‘EN 'KARANGANYAR o
~ NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI‘_’_( Lo
- '}”V,"MASYARAKAT MISKIN e



. kewenangan Daerah otonom

o d1persamakan

BABI S
KETENTUAN UIMUM

Pasal 1

. :"‘-_-vaaiam Peraturan Bupati i xm yang dlmaksud dengan o R

S ngaerah adalah Kabupaten Karanganyar

'Pemermtah Daerah adalah Bupat1 sebaga1 unsﬁr
'penyelenggara Pemerlntahan Daerah yang memlmpm} -

pelaksanaan' urusan Pemerlntahan yang menjadl‘f‘--.;fi'f:v

;}Bupatz adalah Bupa‘u Karanganyar SRR .
.’;"Bagxan Hukum Sekretanat ' Daerah . Kabnpatéri
R Karanganyar yang selan_]utnya dlsebut Baglan ‘Hukum L

. adalah umt kerja d1 llngkungan Pemermtah Kabupatenﬁ" n
WKaranganyar yang » menyelenggarakan urusan}
1vvpemer1ntahan d1 bldang hukum o -
.’j_vBantuan Hukurn adalah _]asa hukum yang dlberlkan

_ oleh. Pember1 Bantuan Hukum secara cuma cuma SR
kepada Penenma Bantuan Hukum B _' [ |
Masyarakat Mlskm adalah orang perseorangan atau”:. L
;sekelompok orang yang kond1S1 sos1al ekonommya
,v‘dlkategorlkan mlskm yang dlbuktlkan dengan Surat |

Keterangan : MlSklI‘l ' atau dokumen Iam yang*f»:‘*-

Penerlma Bantuan Hukum 'iadalah‘ Masyarakat MlSkln:‘i
- yang tidak dapat memenuh1 hak dasar secara layak dan'
- v,}jjtmggal/ mem111k1 1dent1tas kependudukan Daerah yang o
-menghadap1 masalah hukum keperdataan masalah';"
_.:'}Hukum Pldana dan masalah Hukum Tata Usaha-:'
'_Negara balk secara thlga31 rnaupun Non L1t1ga31 :f |

S Pember1 Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan i o

" sfﬁ‘hukum atau orgamsam kemasyarakatan yang memben

layanan, Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan;} o

;‘ “':Peraturan Perundang-undangan_ 8 L




€T T
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:Pemohon ‘Bantuan Hukum aJalah Masyarakat MlSklI‘l-v?:f:,:'v:‘}
""'iv”.‘-'f;::}‘yang bertempat tlnggal d1 Daterah yang mengajukan_
o permohonan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan A
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberll. g

| :"f-',vi'layanan bantuan hukum |yang telah ‘ memenuhl,

N ketentuan peraturan perundang undangan

1.
LT

'.’..“}'dxlakukan E melalul _]alnr}i : pengadllan untuk;f}'j

s menyelesalkannya

' Karanganyar.

b

,,:  .
o ff,-‘dan,-
. ,‘:d'

) fmenyelesalkannya

yang dllakukan d1 Iuar Jalur pengadllan untuk R _, b

»:»'penyeienggaraan Bantuan 'Hukum kepada Pemberl_,""’:
.:Bantuan Hukum yang lulus venﬁkam dan akrechtasl,; ey
- }»j‘:.'_;\j‘-sebagm acuan pelaksanaan Bantuan Hukum TEL
"i,4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang'fva o
o selanjutnya dlsmgkat | 'APBD adalah Anggaran:f',f - o

| Pendapatan  dan  Belawa Daerah  Kabupaten

 BABI s AR
RUANG LINGKUP; L

Pasa12 SRR

R Ruang 11ngkup Peraturan Bupan m1 mehputl . |
o a tata cara kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum

antara Pemermtah Daerah dengan Pemben Bantuan

Hukum

pelaporan pelaksanaan tugas "Pemberl Bantuan Hukum

tata cara penga_]uan rencana anggaran Bantuan Hukum, e

tata cara pemberian sanksi administrasi. -

;Perkara adalah masalah hukurll yang perlu dlselesalkan | : :

"L1t1ga31 adalah proses penanganan perkara hukum yang . .
Non L1t1ga81 adalah proses penanganan perkara hukum " -

Anggaran Bantuan Hukum ."adalah aloka31 anggaran?'_‘_]



e,

e
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BAB III ‘

TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARAAN BANTUAN

(1),

(3)

()

: b Tindak Pidana Narkotika; r

‘e. Tindak Pidana Makar ;

HUKUM ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PEMBERI BANTUAN HUKUM |

Pasal 3! [ }
Kerjasama penyelenggaraarll : Bantuan ‘ Hukufn

dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan Pemberi

‘Bantuan Hukum meliputi pevnangana}n permasalahan

hukum perdata pidana, dan;tata-ﬁsaha négara baik
L1t1ga31 maupun Non-Litigasi. |

kaecuallkan dari penanganan perkara sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) :

a. Perkara Voluntaire pada perkara perdata, |

c. Tindak Pidana Korupsi;

d. Tindak Pidana Terorisme ;

f. Tindak Pidana kepada anak; ’;dan

g. permasalahan hukum perdaxlta dan tata usaha negara

- yang berpotensi memmbulkan benturan kepentmgan
dengan Pemerintah Daerah

Kerjasama penyelenggaraan 'Bantuan Hukum

-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan

melalui Perjanjian Kerjasama oleh Sekretarls Daerah
untuk dan atas nama Bupati dengan Pemberi Bantuan
Hukum. E | 5 | o

Pemberi Bantuan Hukum menerlma kuasa/ dltunJuk
oleh pejabat yang berwenla‘ng dan menjalankan,-'

mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan

‘tindakan hukum lain unttflk kepentmgan hukum

Penerima Bantuan Hukum. i

‘Bantuan Hukum d1ber1kan ‘, hingga permasalahan

hukum yang dihadapi Penerlma Bantuan - Hukum
selesai dan /atau perkaranya telah mempunyai kekuatan
hukum tetap selama Penerlma Bantuan Hukum yang

bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.




e

“merupakan bagian - yang t1dak terp1sahkan dam;*‘,{"’, o

L Peraturan Bupatl ini.
)
- f’pemberlan Bantuan Hukum d1ber1kan Anggaran R

B . Bantuan Hukum
‘,“(m

G

6-.

',-:Bentuk Perjanpan Kerjasama sebagalrnana dlmaksud S

pada ayat (3) tercanturn '_ dalam Lamplran yang"',

vAnggaran Bantuan Hukum untuk perkara L1t1gas1‘vv" PR _
f;;sebesar Rp. 5.0007000, (hma Juta Rupxah) untuk satu": L o

‘perkara. B ’i IR R ‘
'Besaran Anggaran Bantuan Hukum untuk perkara Non- . B

"_L1t1g831 dlatur dalam Peraturan Bupau tersend1r1 . IR

BAB IV

PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBERI BANTUAN o -

: _pelaksanaan tugasnya kepada Pernermtah Daerah L

" rnehput1 -

'H UKUM

Pasal 5

”Per»n‘bve‘ri Bantuan | Hukum Wajlb melaporkan

melalui Kepala Baglan Hukum setlap 6 (enam) bulanf S
o :v"»:»‘i'sekah seJak pencalran dana bantuan hukum o
o   (2) . Pelaporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terd1r1f o
e dan laporan lltlgaS1 dan/ atau Non L1t1ga31 sesuali
-»Y:dengan keglatan yang dllaksanakan _ s_ebaga; : dasar o
- ‘pertanggung}awaban adrmmstram " o

i " (>3) ”__Laporan 11t1ga31 sebagazmana dlmaksud pada ayat (2}]

| a. Laporan perkara perdata dengan data dukung
B 1)v 'Identltas Penerlma Bantuan (dlbuktlkan dengan' f

v}K’I‘P dan/atau dokumen lam yang dlkeluarkanv“ﬂ o

o = oleh 1nstan31 yang berwenang), R
Q) :permohonan penerlma bantuan hukum o
~ 3) berita acara verlﬁka51 dan penetapan penenma o

- vbantuan

S 4 vvsurat kuasa yang telah 'didaftarkén >(te‘l’ah

","dllegallslr oleh Pengadﬂan Negerl/Pengadllan

o "Agama),, L

P@m4;§yﬁits.;.:-:u~u“

-Pefnberi- Bantuan Hukum dalam " melaksanakan f .



EE

oy
perkara dari pengadﬂan / Jawaban gugatan

o “6)‘ fotocopy relaas panggllan dar1 Pengadllan

R ::“ga) : Surat Keterangan Tldak Mampu/ Mlskm dan R

fotocopy surat gugatan dan nomor reg1ster¢ .

‘Negeri/ Pengadllan Agama |

vbuktl surat keterangan tldak mampu

o Lurah Kepala Desa atau pejabat yang e

vset1ngkat di tempat tmggal_ Pemohon

o Bantuan Hukum, atau

.‘b) Kartu Jarmnan - Kesehatan Masyarakat

B " ., Pengadﬂan dalam hal perkara sudah selesal ,- ,} '

“,.2)
g

4

g
. perkara dari Pengadllan Tata Usaha Negara
| -»'Usaha Negara
o 7

Bantuan Langsung 'I‘unal Kartu Beras M1sk1n

; atau dokumen lam sebagal penggan’u surat"’

‘ keterangan mlskm

vsahnan . putusan/ petxkan ' putusan : dari -

. dan/ mempunya1 kekuatan hukum tetap, o
-9

. _'vLaporan perkara tata usaha negara dengan dataf’f e

‘Dokumen yang berkenaan dengan perkara

- dukung
f 1)

~ KTP dan/ atau dokumen lam yang dlkeluarkan o

Identltas Penerlma Bantuan (d1bukt1kan dengan : .

oleh 1nstan31 yang berwenang),

permohonan penerlrma bantuan hukum

berlta acara verlﬁkasx dan penetapan penerlma]-ff; .
: bantuan ' B

surat kuasa yang telah dldaftarkan (telahw':

dllegalxs1r oleh Pengadllan Tata Usaha Negara), o

fotocopy ‘surat gugatan dan Nomor reg1ster "
X fotocopy relaas panggllan dar1 Pengadllan Tata a .

. bukt1 surat keterangan tldak mampu |
~a) -,Surat Keterangan T1dak Maxnpu / Mlskm dan

 Lurah, Kepala Desa » atau 'p_e_labat ‘yang o
;?vbsetmgkat di tempat tlnggal _} Perﬁéhon B

Bantuan Hukum, atau

I b)Kartu ; Jarmnan Kesehatan Masyarakat o
SR Bantuan Langsung ’I‘unau Kartu Beras M1sk1n ST



- c fvf:}:Laporan perkara pldana dengan data dukung S
|  1), ldentltas Penerlma Bantuan (d1bukt1kan dengan B
.'KTP dan/ atau dokurnen laln yang dlkeluarkan
S vvoleh instansi yang berwenang) -
2 Apermohonan penerlma bantuan hukum DR
,berlta acara venﬁkas1 dan penetapan penenma,' =
‘.v‘}v‘:bantuan ,' B e
- 4) fotocopy surat panggllan dar1 peny1d1k | o
5} surat kuasa : yang telah dldaftarkan /} surat o |
= »vApenetapan dar1 haklm yang mengadﬂl perkara R
- tersebut; - f IR IR | |
L 6) };fotocopy eksep31 apablla ada
7 ?:fotocopy pled01 R , N
8) ‘ }buktl surat keteréngan tzdak mampu , o
S a) ‘Surat Keterangan Tidak Mampu/ Miskin dari [
., Lurah  Kepala Desa | atau pejabat yang'-’-v:’ '
setmgkat dx tempat tmggal Pemohon Bantuan}v e
~ Hukumjatau
}'v_:b) Kartu Jamman Kesehatan | Masyarakat “ "
“ Bantuan Langsung 'I‘una1 Kartu Beras Mlskln; ,
atau dokumen lam sebaga1 penggantl surat o
| keterangan mlskm AU o |
‘salinan’ putusan/ petlkan putusan' dari

o ’  9)
| Pengadllan dalam hal perkara sudah selesax dan : o

atau dokumen lam sebaga1 pengganu suratt ;

- keterangan I’nlSkll'l S e
- 8) }sahnan putusan/ pet1kan :‘ putusan ‘ldzéri .:
" ,Pengadllan Tata Usaha Negara dalam hal:f
fperkara sudah’ sudah selesa1 dan mempunyalf |
" ,_».fv:kekuatan hukum tetap, _ Coe '

' 9) Dokumen yang berkenaan dengan perkara | f e

"jmempunyal kekuatan hukum tetap, T

10) dokumen yang berkenaan dengan perkara

""'Laporan NOII-thlgaSI sebagalmana dlmaksud pada ayat ) -

5.{ a. 1dent1tas dm pemohon bantuan hukum

o b notulen81 dan dokumentas1 pelaksanaan bantuanf_,

hukum Non ngasa

': V‘Kepala

Baglan Hukum | menyampa1kan vl'ap'oran

V. pelaksanaan Perjanpan Ker}asama kepada Bupat1 pada»

- }V setlap akhlr tahun Anggaran



(1)

@

)

o "

(1)

BAB v

TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN

HUKUM

= - Pasal 6 ‘

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Rencana

Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun

anggaran sebélUm tahun anggaran pelaksanaan

Bantuan Hukum. - - N

Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkah

dalam bentuk proposal yang pahng sedlkxt memuat

a. identitas Pemberi Bantuan Hukum |

b. sumber pendanaan pelaksanaan Baﬁtuan Hukum,
‘baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD

C. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan
Non-Litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemben
Bantuan Hukum; N .

d. perrnohonan Penerxma Bantuan Hukum

e. berita acara verifikasi dan penetapan Penerima
‘Bantuan Hukum; dan _ ‘

f. surat pernyataan yang menyatakan bahwa perkara :
yang d1tangan1 belum pernah dlblayal ‘sumber darlv
APBN/APBD Pemerintah Daerah lain. A ‘

Bagian’Hukum melakukan verifikasi terhadap Re'nc‘:ahav ‘

Anggaran Bantuan Hukum }Sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang diajukan oleh Pemberi Bantuan

Hukum. v |

Besamya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum -

didasarkan pada perhltunga_n masalah hukum th;gam

dan Non-litigasi.

BAB VIV
SANKSI ADMINISTRASI
‘ Pasai 7

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti tidak



@)

(1)

@

(3)

-10-

melakukan kewajiban:

a. melaporkan kepada Bupat1 tentang program
Bantuan Hukum; ' R R

b. 'melaporkan setxap penggunaan "APBD yang
digunakan untuk pernbenan Bantuan Hukum
berdasarkan‘_ ketentuan Peraturan Daerah ini; dan

C. menjaga kerahasiaan data, infarmasi dan/atau
keterangan yang dlperoleh dari penenma Bantuan
Hukum berkaltan dengan perkara yang sedang
d1tangan1 kecuah dltentukan lain oleh ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

dikenakan sanksi berupa tegui'an' lisan, ‘teguran

tertulis, dan/atau pemutusan kerjasama. o

Pember1 Bantuan Hukum yang terbuktl tidak

melakukan kewajiban mer_nbérikan Bantuan Hukum

kepada Penerima Bantuan’ Hukum hingga

| permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang

berkekuatan hukum tetap terhadap ‘perkaranya,
dikenakan sanksi berupa pengembalian semua dana
Bantuan Hukum yang telah diterima dan pemutusan

kerjasama.

~ BABVII
KE’I‘ENTUAN PERALIHAN -

Pasal 8 - »
Penetapan Penerima Bantuan Hukum' dari APBD
Tahun ‘Anggaran. 2018 didasarkan - pada verifikasi
terhadap proposal perrnohonan yang - telah dlajukan
oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada qu_atl pada
Tahun Anggaran 2018. - o
Penetapan Penenma Bantuan Hukum sebagalmana ‘
dimaksud pada ayat (1) dltentukan sampa1 alokasi
Dana Bantuan Hukum pada APBD Tahun Anggaran
2018 terpenuhl v o E ,
Permohonan yang dlsampalkan setelah  alokasi
seb}agaimana dimaksud pada ayat (2) habis
dimasukkan pada KUA/PPAS APBD tahun anggafan



-11- .
berikutnya dengan 'mekan'isme" seéuéi dengan
4 ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nornor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi B
Masyarakat M 1sk1n '

 BABVII
KETENTUAN PENUTUPv'v -
Pasal 9 -
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ‘tanggal
diundangkan. | - I
~Agar setiap - orang méngetahuinya' memermtahkan |
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar .
| Ditetapkan di Kafanganyar
pada tanggal 25 Oktober 2018
 BUPATI KARANGANYAR,
otdo
| JULIYATMONO
) Diundangkan di Karanganyar | .
pada tanggal 25 Oktober 2018
'SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
| ttd.
SAMSI : :
' BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAI—IUN 20 18 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
- Kepala Bagian Hukum,

. ZULHIKAR MADIDH
NIP. 19750311 1199903 1 009
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"‘-'IY‘PERATURAN BUPATI  KARANGANYAR

- NOMOR 71 TAHUN 2018};_ RS R
. TENTANG e e
’:HPETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN

e DAERAH KABUPA’I‘EN - KARANGANYAR S

e ZNOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN o
SR '}”HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA BAGIAN HUKUM SR
' DENGAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM

o ! PERJANJIAN KERJA SAMA R
= BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

i DENGAN
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)
i ' NOMOR
 NOMOR p”
o mewmaNe
KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN | HUKUM KEPADA
E MASYARAKAT MISKIN AL
Pada han iﬁi..v.";.:...tanggal ...... bulan tahun ..... bertempat d1 yang o
bertanda tangan dlbawah ini: o e T . o - o
1 NAMA ‘ B Sekretarls Daerah Kabupaten Karangayar SN
i 5':'»»’berkedudukan d1  ~'-"3':~,'~,~- berdasarkan Keputusan o
Bupati f o Karanganyar Nomor tahun »
’:Tanggal tentang...;.. untuk dan atas nama Bupatl ’

o mewakm Pemerlntah Kabupaten | Karanganyar '
N selanjutnya dlsebut PIHAK KESATU S o

C 2 NAM A R (Jabatan pada Lembaga Pemben Bvén:tuan‘g
S R " ”i,Hukum) berkedudukan d1 ......... berdasarkan[j
v"}Keputusan Nomor.. Tahun Tanggal tentang |

o 'vdalam hal ini bertmdak untuk. dan atas nama serta,v v B
. | el f?'f;"sah mewaklh..'... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA L
Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama dlsebut o
PARAPIHAK berdasarkan R R L
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan I-Iukum



B

'  _13_.‘

2 Peraturan Pemermtah Nomor 42 Tahun 2013 tentang SYarat Dan Tata Caraj":f,‘j -

’ Pemberlan Bantuan I—Iukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

»3 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentangn o

Bantuan Hukum Kepada Masyarakat MlSkln . o
4 Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk "
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun.j:

2018 tentang Bantuan Hukum bagl Masayarakat M1skm

7"7:"',.1PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanpan Kerjasama dengan

s -v"':_.}ketentuan dan syarat-syarat sebaga1 ber1kut

BAB I g
MAKSUD DAN TUJUAN

B Pasal 1

S '(1) Per_]anjlan Kerjasama i‘n‘.‘i d1maksudkan sebagau pelaksanaan program]_- .. N

Keg1atan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat stkm Tahun Anggaran- )

ooooooooooooooo

"--}(2) Perjanjzan Kerjasama sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) bertujuan';f:"-.'
untuk memberlkan bantuan hukum bagl masyarakat rmskm melalm_. S

Iembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerlntah Kabupaten' :v . .

Karanganyar .

o SR BABII ST
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasalz S

o ”(1) Objek perjanﬂan kerjasama ini. adalah pemberlan bantuan hukum dar1>

PIHAK KESATU kepada masyarakat mlskm melalm PIHAK KEDUA

o (2) Ruang ngkup perjanjlan kerjasama 1n1 mehputx penanganan perkara,z"_, ,‘

11t1gas1 ba1k Perdata Pldana dan Tata Usaha Negara

| (3) leecuahkan dar1 penanganan perkara sebagaumana d1maksud pada ayat S

Perkara Volunta1re pada perkara perdata SRR
’deak Pldana Korup31 | = }}
‘v‘T1ndak Pldana Teror1Sme Sl
deak Pldana Makar | S
deak Pldana kepada anak dan IR

H’ ;ﬂz ,9’.0 .cr'f.m

' imenlmbulkan benturan kepentmgan dengan Pernermtah Daerah

. permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang berpoten51
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BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Baglan Kesatu -
Hak dan kewajlban PIHAK KESATU
| . ~ Pasal 3
(1) PIHAK KESATU menyed:akan bantuan berupa jasa dalam penanganan |
perkara pada PIHAK KEDUA sesuai dengan Standar Biaya PIHAK KESATU‘
‘dan jumlah perkara yang ditangani. . . . '
(2) PIHAK KESATU berhak meminta kepada PIHAK KEDUA berupa Iaporan

pertanggung]awaban hasﬂ penanganan perkara

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
Pasal 4
(1) PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan dalam penanganan perkara
sesuau dengan Standar Blaya PIHAK KESATU dan Jumlah perkara yang
‘ditangani. ‘ ’ o ‘ , :
(2) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan pelayanan penanganan perkara |
 kepada masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum
kepada PIHAK KEDUA hingga masalahnya selesai dan/atau perkaranya '
‘telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ,
(3) PIHAK KEDUA wajib melaporkan hasil penanganah perkara sebagaimana
u dirnakéud pada ayat (1) secara benar kepada PIHAK KESATU secara»- berkala

‘setiap 6 (enam) bulan sekali.

| BABIV

- PEMBIAYAAN KERJA SAMAj o

. Pasal§ vv o
Semua biaya yang timbul svebagai'_akibat‘ dilaksanakannya Perjanjian
Kerjasama’ ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Karanganyar. | -
| | - R Pasal 6
Pengeluaran biaya sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama
ini dilakukan secara bertahap yang pelaksanaannya ‘akan diatur kemudian -
oleh PIHAK KESATU selaku Pejabat' Kuasa Pengguna }Anggaran setelah
kewajiban pertanggungjawaban - penanganan perkard oleh PIHAK KEDUA

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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. BABV ,
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
} | ‘Pasal 7 . }} o
Pelaksanaan perjanjlan kerjasama ini berlaku terhltung sejak dxtandatangam

oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal

oooooooooooooo

~ BABVI |
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
| Pasal 8

" Pemberian Bantuan Hukurn oleh PIHAK KEDUA dtlarang dthpahkan kepada
PIHAK LAIN /PIHAK KETIGA.

o BAB VII ,
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
‘Pasal 9 |
(1) Apabila timbul permasalahan dan/atau perselisihan sebagai‘ akibat dari
pelaksanaan Perjanjian Kerjasamai ini, PARA PIHAK sepakat untuk .

menyelesaxkan secara musyawarah untuk mufakat.

o {2) Apablla penyelesa1an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tldak tercapai

maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesauan tersebut kepada
Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran »

(3) Keputusan Penyelesaian Permasalahan dan/ atau persehsxhan sebagaxmana
dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAKT

BAB VIII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
o Pasal 10 v » ,

(1) Perjanjian kerjasama ini berakhir dan/atat_l batal demi hukum apabila
terdapat kebijakan moneter dan/atau ketetapan Pemerintah yang tidak
memungkinkan berlangsungnya pefjanjian kerjasama ini tanpa terikat
ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. - ,

(2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewa_uban sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 4 ‘maka PIHAK KESATU berhak memutuskan
per_]anpan kerjasama ini secara seplhak ‘melalui surat pembentahuan
kepada PIHAK KEDUA.
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}':PENUTUP'
Pasal 11

o - Dem1k1an Perjanpan Kerjasama 1n1 dltandatangam oleh PARA PIHAK pada .

~ hari tanggal bulan tahun dan tempat sebagalmana tercantum pada 7

- lembar pertama naskah Perjanyan Kerjasama ini, dengan penuh kesadaran» :

vdan tanggungjawab tanpa ada paksaan dar1 plhak manapun serta PARA_ o

PIHAK rnenyatakan telah membaca mengertx dan memaham1 keseluruhan .

- isi Perjanpan Ker_]asama ini yang dlbuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterm - |

' cukup, Iembar pertama untuk PIHAK KEDUA Iembar kedua untuk PIHAK

KESATU yang masmg~masmg mem111k1 kekuatan hukurn sama

 PIHAKKEDUA,  PIHAKKESATU,

Rp.6.000,- |
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